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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas dunia usaha merupakan aktivitas yang lahir, tetap hidup dan
bahkan tumbuh seiring dengan peradaban manusia sebagai bagian dari
aktivitas. dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan masyarakat.
Aktivitas usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha, yang dalam melakukan aktivitas
tersebut Pelaku Usaha akan selalu berhubungan tidak hanya dengan lembaga
perbankan, lembaga pembiayaan, badan hukum maupun perorangan.

Pesatnya perkembangan dunia usaha juga sangat tergantung dari
kondisi perekonomian suatu bangsa, sebagaimana yang terjadi di Indonesia,
krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak
pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap
perekonomian dan perdagangan nasional, khususnya sangat dirasakan
dampaknya oleh dunia usaha.

Akibat hal tersebut, kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan
usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan
kegiatan usahanya juga tidak mudah, , kecenderungan suatu perusahaan untuk
mengalami  kebangkrutan sangat besar. Dimana keadaan tersebut

menimbulkan konflik utang piutang antara Pelaku Usaha yang telah




meminjam dana (Debitor) dengan pihak yang telah meminjamkan dana
(Kreditor). Selain itu, keadaan tersebut juga mengakibatkan timbulnya
masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan
berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan
sosial lainnya.

Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan khususnya kepastian
hukum untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan ataupun dianta@
pihak Debitor maupun Kreditor, karena hal tersebut sangat mempengaruhi
kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
merupakan salah satu alternatif sarana hukum untuk menyelesaikan hutang
piutang antara debitor dan kreditor', yang diatur dalam Undang-Undang No.
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran
Utang (UUK), menggantikan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang
Penerapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-
Undang. Dengan misi utama dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah
untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang

secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, diharapkan dapat menyelesaikan

! Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004, Kepailitan adalah sita umum atas

semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di
bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



seadil-adilnya baik bagi debitor maupun kreditor dalam hal debitor tidak dapat
memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada kreditor.

Walaupun kepailitan merupakan sarana hukum yang dinilai efektif
untuk menyelesaikan hutang piutang antara debitor dengan kreditor, tetapi
suatu Putusan Pernyataan Pailit terhadap debitor membawa dampak besar baik
bagi kreditor maupun bagi debitor pailit tersebut, debitor demi hukum telah
kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang
termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit
diucapkan®.

Yang menjadi permasalahan utama dalam kepailitan adalah siapa yang
berhak dan bagaimana membagi harta debitor pailit3 . Terhadap pernyataan ini,
di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan itu adalah Balai Harta
Peninggalan dan Kurator dalam arti orang perseorangan®. Dengan demikian
tugas Kurator yang secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau
pemberesan harta pailit’, menjadikan Kurator memegang peranan yang cukup
penting dalam proses kepailitan. Karena perannya yang besar dan tugasnya
yang berat, maka tentunya harus dibarengi dengan suatu kewajiban untuk
bertanggung jawab. Dan tanggung jawab tersebut tentunya akan semakin

besar, karena dalam melaksanakan tugasnya, kurator bersifat independent,

%Pasal 24 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran
Utan§ (UUK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 131.
Professor Warren, et. al , dalam Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam
Peng:n-usan dan Pemberesan Harta Pailit, RajaGrafindo Perkasa, jakarta, 2004 him 11.
Pasal 1 butir 5§ UUK
* Pasal 69 ayat 1 UUK.



dimana kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak diharuskan memperoleh
persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
debitor atau salah satu organ debitor, meskipun diluar kepailitan persetujuan
atau pemberitahuan itu dipersyaratkan6.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun menyusun suatu karya tulis
berbentuk skripsi dengan judul “Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam
Proses Kepailitan Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

. Permasalahan
Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka permasalahan dalam
penulisan ini adalah :
a. Apa saja tugas dan kewenangan Kurator dalam proses kepailitan
menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 ?
b.  Apakah kurator mempunyai kewenangan yang bebas dalam mengurus

dan membereskan aset debitor berdasarkan Undang-undang No. 37

Tahun 20047

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk menginventaris tugas dan kewenangan kurator dalam mengurus

harta pailit dalam proses kepailitan.

6 :
Munir Fuady, Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him. 44.



b. Untuk mengakaji dan menganalisis kewenangan kurator yang perlu
izin dari pihak lain dan yang tidak perlu izin dari pihak lain dalam
mengurus dan membereskan aset debitor setelah keluarnya Undang-

undang No. 37 Tahun 2004.

2. Manfaat

a. Dari sudut feoritis, hasil penulisan ini dapat bermanfaat sebagai
sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya Kkhasanah
kepustakaan mengenai kajian dalam studi hukum dan bisnis,
khususnya kajian bidang kepailitan

b. Dari sudut praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan
sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam menjalankan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
D. Ruang Lingkup
Sesuai dengan judul skripsi ini, maka pembahasannya dibatasi pada
hal-hal yang menyangkut masalah tugas dan kewenangan kurator dalam
proses kepailitan dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU).
E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian



Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif.
Pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data
sekunder, yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur
yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Sehingga. yang mencakup
bahan hukum primer, sekunder dan tersier’. Namun dalam melakukan

penelitian ini ditunjang pula data primer.

. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan atau
studi komparatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya
perbedaan mengenai tugas dan kewenangan kurator dalam Undang-
Undang No.4 tahun 1998 tentang perubahan atas Perpu No.1 tahun 1998
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan

Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang hal yang sama

. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data
sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum ataupun data yang
telah diolah terlebih dahulu. Sifat datanya adalah kualitatif, yaitu
maksudnya dengan menggali pengetahuan-pengetahuan mengenai data

sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari

52.

7 .
Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984, him. 51-



a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan dapat
membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi
hasil karya ilmiah para sarjana, utamanya literatur-literatur mengenai
Kepailitan dan Kurator;

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi
majalah-majalah atau jurnal yang memuat tulisan ilmiah yang relevan

serta kamus hukum.

3. Tehnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan
pustaka serta dengan didukung wawancara dengan nara sumber guna
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif®, dengan pendekatan

secara komparatif, yakni dengan membandingkan data sekunder,

® Marzuki men‘gar.ti.kan .deskriptif adalah hanya menggambarkan keadaan objek atau
permasalahan yang diteliti. Tujuan descriptive studies adalah untuk mengadakan opname terhadap
suatu keadaan, juga menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu



pendapat-pendapat  para sarjana, laporan-laporan penelitian, dan
sebagainya. Data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul
kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan
metoda deduktif dan induktif, sehingga dapat menjawab permasalahan.
Manasse Malo, dkk berpendapatg, perlunya dilakukan penelitian
deskriptif, karena informasi yang sudah didapat mengenai suatu
permasalahan atau keadaan belum cukup terinci, sehingga perlu diadakan
penelitian yang lebih terinci terhadap informasi yang sudah tersedia.
Dalam buku tersebut dikatakan, sebenarnya ada dua tujuan
dilakukan penelitian  deskriptif, Pertama, untuk  mengetahui
perkembangan suatu aspek fenomena sosial tertentu. Kedua,
mendeskripsikan secara terinci fenomena sosial tertentu. Atau dengan kata
lain penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang lebih
jelas tentang situasi-situasi sosial yang lebih spesifik dengan memusatkan
perhatian kepada aspek- aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan

antar berbagai variabel'’.

9
Manasse Malo, et.al, Metode Penelitian Sosial, Karunika, Jak iversi
s W 3 arta, Universitas Terbuka,

'S Nasution, Metode Research, Jemmars, Bandung, 1982, him 32.
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